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BI}PA?I BAIIT}O SEI*A"Aff
PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAII I{ABUPATEIT BARITO SELATAN

IroMoR i- texun 2()2()

TENTANG

PENYELEITGGARAAN PEITGUJIAN BERI{ALA KENDARAAN BERMOTOR

DEITGAT RAIIIVIAT TUITAN YAilG MAHA ESA

BUP,ATI BARITO SELA?AN,

Menimbang : a. bahwa untuk''' enjamin standar keamanan kendaraan

befnrotoi.,.1.,,makA,,.,,, se-tiap:. kendaraan perlu diuji
kelaikannya;

bahwa untuk te-rtib dan',,1ancarnya penyelenggaraan

pengujian , kendarSan bermotor perlu dilakukan
pengatuffii.lr:]'pBffelenggaraan pengujian berkala

,kenda^raan bermotor, kereta gandengan, dan kereta

tempelan;

bahwa berdasarkaSr pertimbangan sebagaimana
l

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Selatan tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 195q tentang

Penetapan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tah:un

1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 1820);

Mengingat : 1.

L)-

C.
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2' undang-undang Nomor 3g rahun 2oo4 tentang Jaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4
Nomor lg2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaaa);

3" undang-undang Nomor 22 Tahun 2oa9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oog Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SO2S);

4. undang-undang Nomor 2a Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zol4 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5sg7), sebagaimana
telah diubah beberapa ka-li terakhir, denga, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2o1s tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomar 2Z Tahun 2OI4 tentang
Pemerintat*ao :'PiAgrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia,T4fu.un,,20{5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

,..: ..:: ,t: 
. I r:, :

Negara Republik Indonesia Nomor SGTg);

5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indone siat Tahuii:,2 0 1 4 Nomo r 29 2, Tambahan Lembaran
'Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Piraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi ,Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan

Pernbinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk - bentuk

Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A12 Nomor 74, Tam,bahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 52981;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OL2 tentang

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor l2O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun 2ol1
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor za}6)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor I2O Tahun 201g tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2a15 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g
Nomor 157);

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 133 Tahun
2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201S Nomor 1296);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun
2016 tentang Kompetensi penguji Berkala Kendaraan
Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturan'' lDa,erah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 20!6 tentang pembentukan dan Susunan
Per4ngkat Daerah Kabupaten Barito selatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2016 Nomor
3, ' Tamb n:t Gm,b;arait Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 2);

Dengan 
. 
Pexsetujuan Bersama

DEEIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I{ABUPATEN BARITO SELATAN

Menetapkan

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TEtrITAIYG PENYELENGGARAAN

PENGUJIAN BERI{ALA KENDARAAN BER}IOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

9.

10.

11.

t2.



2. Pemerintah Daerah adarah Bupati sebagai unsur
Pemerintah Daerah yang memimpin peraksana€rn urusan

penyelenggara

pemerintahan

3.

4.

5.

7.

B.

6.

yang menjadi kewenangan d,aerah otonom.
Menteri adalah Menteri perhubungan.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan.

Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang
Perhubungan.

unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat upr adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan penyeienggaraan pengujian
berkala kendaraan bermotor.

Penguji Kendaraan Re'motor,, adarah orang yang telah memiliki
kompetensi diberi fugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh
pej abat yang berwenang unq$,,$eraksanakan tugas penguj ian kendaraan
bermotor.

Pengujian Kendaraanl g..rnutor adalah serangkaian kegiatan menguji
danf atau memeriksa bagian,atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandengan, dan Ker,eta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap
persyaratan teknis dan laik jalan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang, berupa seperangkat :pengetahuan, keterampilan d,anfatau
keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk
melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan
dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan
penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lernbaga
pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan
dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji
kendaraan bermotor.

Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang
pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah
mementlhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan /ata.g- keahlian,
wewenang dan tanggrrng javvab penguji seca.ra- berjenjang yang diterbitkan

oieh Direktur Jenderal.

9.

10.

11.

12.

13.



14' Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

15' uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara
berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, 6an
Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

16' Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan
di atas rel.

17 ' Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
tenaga manusia danlatau hewan.

18' Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan
untuk angkutan barang dan/atau orarrg yang dipungut bayaran.

t9' Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus
yang memiliki fungsi dan r.ancang bar-rgun tertentu.

20 ' Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
Pengemudi atau yang beratnyei.tidak'lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram

21. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan yang memiliki tempat
duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang
beratnya lebih dari 3,5o0 (tiga"ribu'r1ima ratus) kilogram.

22. Mobil Barang adalah Kendaraaq Bermotor ]rang dirancang sebagian atau

23. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang dirancang
untuk dita,rik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor
penariknya.

24. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh
bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik
oleh Kendaraan Bermotor.

25. Kendaraan Wajib Uji Berkala adalah setiap kendaraan, kereta gandengan

dan kereta tempelan yang menurut ketentuan Perundang-und.angan wajib
melaksanakan uji berkala.

26. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah
berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang
diperbolehkan menurut rancangannya.

27. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah

sertifikat sebagai bukti setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan,

kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki
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spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe
kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.

28' Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ppNS adalah
pegawai negeri sipil yang diberi fugas melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang_undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKIIP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tqiuarr

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalarn penyelenggaraan
pengujian berkala kendaraan berrnotor di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

,,,- ,.Fagel 3

Penyelen ggaraarlUji Berkala bertujuan untuk : .

a- mempersiapkan *r*., ,-* manusia yang profesional dan bersertifikat
sebagai penguji;

b. menyediakan peratratal uSiyang tra5r*'dan terjamin akurasinya;
c. menjamin pelaksannan ujtrBerkala yang akurat dan terpercaya;
d. menjamin keselamatan telcnis di jalan;dan

lan kebisingan suara yang
diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Bagiaa Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam
Peraturan Daerah ini meliputi:

a. pengujian kendaraan bermotor;

b. Unit Pelaksana Teknis uji Berkala;

c. pembinaan dan pengawasan;

d. sanksi administratif;
e. penyidikan; dan

f. ketentuan pidana.



BAB III
PENGUJIAIT BERI{ALA KENDARAAN BERITIOTOR

Bagian Kesatu

Pengujian Berkala

Pasal 5

(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan
dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Mobil Penumpang Umum;

b. Mobil Bus;dan

c. Mobil Barang.

(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud. pada ayat (21 dikecualikan
dari kewajiban Uji Berkala adalah :

a. kendaraan bermotor dinas milik TNI/pOLRI;

b. kendaraan bermotor ba{u sebag4! bar?ng dagangan;dan
c. kendaraan bermotor tidak,dapat dioperasikan dengan dibuktikan

surat keterangalr dari bengkel umum kendaraan bermotor dan bukti
lulus uji berkala diseralrkan'kembali ke Dinas.

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) meliputi :

a. pendaftaran kendaraan wajib qi berkala;
b. uji berkala pertama; ":

c. uji berkala perpanjangan masa berlaku;
d. pemeriksaanpersyaratanteknis;

e. pengujian persyaratan laik jalan; dan

f. pemberian bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 7

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh
UPI.

Pasal 8

selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 6, upr juga
melaksanakan pelayanan berupa :
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a' penerbitan bukti lulus uji berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus
uji berkala hilang atau rusak;

b' perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi
kendaraan wajib uji; dan

c. penilaian teknis kendaraan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Keudaraan Wqiib UJi Berkala

Pasal 9

Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 huruf a mengikuti tata cara s-ebagai berikut :.

a. Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala,
pemohon mengajukan permohorran kepada UPT uji berkala kendaraan
bermotor dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen :

1. salinan/fotokopi 
'"".rrrt, 'kb rrgrn identitas pemilik kendaraan

bermotor 
. ,

2. salinan/fotokopi suratlTanda Uordor Kendaraan Bermotor (STNK);dan

3. salinan/fotokopi sRtlr danlalau pengesahan rancang bangun
kendaraan berrnotor.. , ,, :

b. Untuk pendaftaran.kerela,ganden$an, dan kereta tempelan permohonan
harus dilengkapi dengan persyaratan berupa- dokumen :

1. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan

bermotor;dan

2. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun

kendaraan bermotor.

c. Pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat

menunjukkan dokumen asli.

Bagian Ketiga

Uji Berkala Pertama

Pasal 1O

(1) Kendaraan wqjib qii berkaJa w4jib terlebih dahulu didaftarkan pada UPT.

(21 Uji berkala terhadap kendaraan wajib uji berkala, untuk pertama kali

dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat tanda nomor

kendaraan bermotor.
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(3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif retribusi
yang besarannya diatur dengan Peraturan Daerah berkenaan retribusi
daerah.

(4't Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan
pengujian diberikan bukti lulus U;-i Berkala.

(5) Masa berlaku bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (41

selama 6 (enam) bulan.

Pasal 11

{1) Setiap Kendaraan yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali
diberi Nomor Uji Kendaraan Bermotor.

{2\ Nomor Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wqiib memuat kode provinsi, kode Kabupatenf Kota, kode jenis Kendaraan
Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.

(3) Nomor Uji Kendaraan'' Bermotq',sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berlaku selama Kendar4a4 yaqg bersangkutan dinyatakan sebagai

kendaraan Wajib Uji Berkal4--'.,, : ,i,,.,.

(4) Permohonan uji berkala kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis
kepada unit pelaksaaa qii berkala dengan melampirkan:

a. fotokopi sertifikat registrasi uji tipe;

b. fotokopi identitas pemilik kendaraan Bermotor;

c. fotokopi bukti pemilik Kendaraan; dan

d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

(1) unit pelaksana ldi Berkala membuat kartu induk uji Berkala.

{2) Kartu induk Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mernuat data mengenai:

a. tanggal dan nomor SRUT;

b. nomor Kendaraan;

c. nomor Uji Berkala;

d. nalna pemilik;

e. alamat pemilik;

f. merek dan tipe;

g. jenis;

h. tahun pembuatan dan perakitan;

i. isi silinder;
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j. daya motor penggerak;

k. nomor rangka landasan kendaraan Bermotorl
l. nomor motor penggerak atau mesin;
m. konfigurasi sumbu;
n. dimensi kendaraan;

o. bahan bakar yang digunakan;
p. tanggal dan nomor pengesahan Uji tipe;
q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana uji Berkala

yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Bagian Keempat
Uji Berkala Perpanjaqgar Masa Berlaku

"' I ..':'

(1) Setelah berakhirny4 'masa bgrlaku Qi Berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat {5}, wejib,dilakukan Uji Berkala perpanjangan Masa

sili kendaraan bermotor yang
bersangkutan selambat-lanrtatnya,, 3O (tiga 'puluh) hari sebelum habis
masa berlaku uji berkala kend"arr..r, b"r*otor.

(2) Masa berlaku bukti lulud. i 'Beikala Perpanjangan Masa Berlaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.

t3) Uji Berkata Perpanjangan Masa Berlak-u',sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan biaya retribusi,),.arlg besarnya diatur dengan peraturan

Daerah.

{4) Permohonan Uji Perpanjangan Masa Berlaku disampaikan secara tertulis
kepada UPT dengan persyaratan :

a. mengisi formulir pendaftaran;

b. salinan/ fotokopi kartu indentitas pemilik kendaraan;

c. salinan/ fotokopi surat tanda norrror kendaraan berrnotor;

d. salinan/ fotokopi kartu uji; dan

e. bukti pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan uji berkala

perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kelima
Numpang Uji

Pasal 14

(1) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan
pada UPT di daerah iain.

(21 Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah :

a' masa berlaku Uji berkala telah jatuh tempo sed,angkan Kendaraan
Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;

b' kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan terkena kewajiban uji; dan

c' Peralatan uji di UPT sesuai domisili kendaraan bermotor yang
bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak
berfungsi sebagaimana mestinya

(3) UPT Uji Berkala memberikan pelayanan terhadap permohonan Uji Berkala
yang diajukan oleh pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji Berkala
yang berasal dari luar daerah.

(4) Pemilik atau pemegang Kendaraan w4iib melampirkan surat
persetujuan/rekomendasi Uji Berkala di luar,wilayah dari UpT gji Berkala

(5) Permohonan llji Berkala'&a.oaraan. yang berdomisili di luar daerah
sebagaimana dimaksurd pada ayat (3) ditolak, apabila ditemukan hal_hal

a. kartu uji habis kolom pengesah.annya;

b. kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca; atau
c. tidak ada surat persetujuan Uji berkala di luar wilayah dari UpT Uji

Berkala daerah asal kendaraan tersebut berdomisili.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan uji berkala

perpanjangan masa berlaku dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat {3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Persyaratan Tekuis

Pasal 15

(1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksrrd dalarn Pasal 6
hun-rf d, meliputi :

a. susunan;
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b. perlengkapan;

c. ukuran;

d. rumah-rumah (karoseri);

e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan

peruntukannya; dan

f. berat kendaraan.

(2\ Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan

atau tanpa alat bantu.

(3) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diiakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling

sedikit meliputi :

a. pengukuran berat;

b. pengukuran dimensi;d.an , ,.:.r,,

,,':;;,.,,,,,;;1.,.,i..-1,'i:,,..' ', , ,Bq.giaa Ketujuh
Pen$rjiaa, rPersyaratan Laik Jalan

Pasal 16
' ,t. l

{1) Pengujian persyaratan traik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf e, paling sedildt meliputi uji :, : 1:,.'

a. emisi gas buang; . :'

b. tingkat kebisingan;

c. kemampuan rem utama;

d. kemampuan rem parkir;

e. kincup roda depan;

f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

g. akurasi alat penunjuk kecepatan;

h. kedalaman alur ban; dan

i. daya tembus cahaya pada kaca.

(21 Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

paling sedikit meliputi :

a. uji kemampuan rem;

b. kedalaman alur ban; dan
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c. uji sistem lampu.

Bagian Kedelapan

Pemberian Bukti Lulus Uji Berkala

Pasal 17

(1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan

dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala dalam bentuk kartu uji

dan tanda uji.

(21 Kartu Uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di

seluruh wilayah Indonesia.

Bukti 1ulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (U

diberikan pengesahan oleh penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki

kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri.

I t'' '-'Ilasal 19

:(1) Dalam ha1 Kendaraan Weii:b,,,Uji.,'B,E1kala dinyatakan tidak lulus uji,

penguji wajib menerbitkafl.sr.rra.t kete:angan tidak lulus uji.
. 

_:: i .r''i 
_'

{2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis kepada pemilik,I(endaraan Wajib Uji Berkala

dengan mencantumkan:

a. item yang tidak lulus uji;

b. alasan tidak lulus uji;

c. perbaikan yang harus dilakukan; dan

d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

{3) Pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala melakukan perbaikan sebagaimana

dimaksud pada ayat {21huruf c.

(4) Dalam ha1 pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala tidak menyetujui surat

keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mengajukan keberatan kepada pemimpin UPT.

(5) Peng4juan keberatan terhadap keterangan tidak lulus uji sebagaimana

dimaksud pada ayat ( ) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan

UFT.

(6) Pengqjuan keberatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) disertai alasan

tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan hasil uji; dan
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(1)

(21

(3)

(1)

{7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak

lulus uji.

Pasal 2O

Kendaraan Wajib Uji Berkala yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai

dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak

lulus uji.

Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai

pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah habis

batas waktu yang ditetapkan.

Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan satu kali,

dan apabila tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka uji selanjutnya

diperlakukan sebagai pemohon baru.

,Pasat Zf

Bukti lulus Uji Berkala se.bq.gqimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat {Ll,
dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:

a.. spesifikasi teknik Kendaraan,,Wajib Uji Berkala diubah sehingga tidak

sesuai dengan data y4ng ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan

bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;

b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan

Wajib Uji Berkala sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang

tercantum dalam bukti lu1us Uji Berkala;

c. melakukan perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya

atas bukti lulus uji berkala sehingga tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku; dan

d. kendaraan Wajib Uji Berkala menjadi tidak memenuhi persyaratan

teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena dilakukan perubahan

teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif

menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan

laik jalan yang ditentukan dalam peraluran perundang - undangan.

Pemilik kendaraan yang bukti lulus uji berkalanya dicabut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberi bukti lulus uji berkala yang baru

setelah dilakukan uji berkala kembali dan dinyatakan lulus.

(2)
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Pasal22

Perpanjangan masa berlaku bukti 1ulus Uji Berkala diberikan setelah

rnemenuhi persyaratan :

a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;

b. memiliki identitas pemilik Kendaraan;

c. lulus Uji Berkala; dan

d. memiliki bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraar: bermotor.

Pasal 23

(1) Dalam hal bukti lu1us Uji Berkala hilang atau rusak sehingga tidak dapat

dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji

Berkala pengganti sebagaimana djmaksud dalam Pasal 8 huruf a ke UPT

Uji Berkala.

(21 Bukti lulus Uji Berka1a.pensqg,-r-r sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. memiliki bukti pemba5f6ra&'r* *i' pengujian kendaraan bermotor,

apabila buku uji [ilang::atau'rqsak;
b. memiliki bukti lulus Uji,Be,rkala,,Sebelumnya, apabila bukti lulus uji

berkala rusak; 
, ,.,',,,,..,.- ,"..a:,,,:,,

c. membawa surat keteiangan rkehilangan dari kepolisian setempat,

apabila bukti lulus Uji Berkala hilang.

d. melampirkan fotokopi'identitas pemilik Kendaraan; dan

e. bukti pengumuman t<ehflangan bukti lulus qji berkala pada media

massa.

(3) Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lu1us uji sebagaiman

dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja

sejak diterima permohonan.

Pasal 24

Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau

wiiayah operasi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf b, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan perrnohonan

perubahan bukti lulus Uji berkala.
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Pasal 25

Kendaraan bermotor wajib uji berkala yarrg mengalami perubahan kepernilikan

dan/atau wilayah operasi kendaraan dari luar daerah, bukti lulus (di Berkala

pengganti diberikan setelah memenuhi persyaratan:

a. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;

b. memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

c. keteralgan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis

kendaraan bermotor danf atau wilayah operasi kendaraan ; dan

d. lulus Uji Berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesilikasi

teknisnya.

Pasal 26

(1) Kendaraan bermotor wajib uji berkala yang mengalami perubahan

spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awal kendaraan

wajib dilakukan uji r:!ang, ,,. 
,.

{21 Bukti lulus uji Berkala penggarl$. Untuk ke mdaraan yang mengalami

perubahan teknis seU .dirnaksud pada ayat (1) diberikal setelah

a. memiliki bukti lulus uji-krkala 'sebelurnnya;

b. memiliki identitas pemitrik kendaraan; dan

c. lulus Uji Berkala.

Pasr l27

(1) Penilaian teknis sebagainrlql .dimaksud dalam Pasal B huruf c berlaku

bagi kendaraan bermotor

{2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji.

BAB TV

UPT UJI BERI<ALA

Bagian Kesatu

Peralataa IIji

Pasal 28

UPI Uji Berkala waJib:

a- melaksanakan pengqjian sesuai denga:: akreditasi dan serlifikasi;

b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
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c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap kegiatan pengujian

kepada Menteri dan Bupati melalui Kepala Dinas;

d. menggLrnakan peralatan pengujian; dan

e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 29

(1) UPT Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib memiliki peralatan uji.

i2) Peralatan uji kendaraan bermotor meliputi :

a. peralatan uji utama;dan

b. peralatan uji penunjang.

(3) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat {2)hurlf a, patring

sedikit :

b. alat uji ketebalan asap gas buang (smoke testefl;

c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;

d. alat uji rem; ' "'"'""" '

f. alat uji kincup roda depan; ..: , .,:::

g. alat uji penunjuk kecepatan;

h. alat pengukur ke_dalarrian'aI*i ban;

i. alat pengukur berat;

j. alat pengukur dimensi; dan

k. alat uji daya tembus cahaya,pada kaca.

(4) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2t huruf b

meliputi :

a. kompresor udara;

b. generator sef; dan

c. peralatan bantu.

Pasal 3O

(1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang berada di lokasi tertentu
dapat dilakukan Uji Berka-la di lokasi tersebut dengan mendatangkan

penguji dari Dinas dengan menggunakan rnobil uji keliling.

(l Ketentuan mengenai Uji Berkala di lokasi tertentu setlagaimama dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 31

(U Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan Unit Uji Berkala

keliling.

{21 Unit LJji Berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan alat uji.

(3) Alat Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. alat uji rem;

b. alat pengukur berat;

c. alat pengukur dimensi;

d. alat uji kincup roda depan;

e. alat uji pengukur kecepatan {speedometer tester);

f. alat uji lampu; dan

g. alat uji emisi gas buang.

, :' . P.aqq! 32

(1) Dinas wajib meng-ajukan.,,t ibraoi'.. peralatan pengujian kendaraan.:
bermotor kepada Kementer,ian yang bertanggung jawab di bidang sarana

dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. .

t2l Kalibrasi sebagaimana dimaksud padE ayat (1) dilakukan secara berkala
paling sedikit 1 (satu)'tahu6'gd114i,,:r:.,': :

'":' : ' Bagar Kedua .'r'

Sistem Informasi tlji' Eerkala Kendaraan Bermotor

Pasal 33

(1) Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian, UPT wajib menggunakan Sistem
Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

{2) Sistem informasi sebagaimarua dimaksud pada ayat (1) wajib dintegrasikan
dengan pusat data Direktorat Jenderal, UpT Uji Berkala Kendaraan
Bermotor lainnya, Dinas Perhubungan Provinsi setempat, Unit Pelaksana

Penimbangan Kendaraan Bermotor, Terminal Angkutan Pemrmpang, dan
Terminal Angkutan Barang melalui Direktorat Jendera1.

(3) Data dan informasi pengujian kendaraan bermotor dipergunakan untuk
pembinaan, pengawasan dan penelitian dalam rangka kebijakan
pengujian kendaraan bermotor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi ldi Berkala Kendaraan
Bermotor diatur lebih lanjut dengan Perafi.rran Bupati.
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Bagian Ketiga

Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 34

{1) Uji Kendaraafl Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang bersertifikat

Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.

t2\ Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan tanda

kualifikasi teknis.

BA3 V

PEMBINAAN DAN PENGAqIASAN

,,,,,.; paq4$6

(1) Bupati melaksalakan. pembinaq,n dan pengawasan peiayanan pengujian

berkala kendaraan bermotor.

(21 Dalam melaksanakan p"*bir""r, d.an pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dinas.

at (1) meliputi :(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayr

a. pemberian pedoman danf atau standar pelaksanaan program dalam

pelayanan penguj ian berkala kendaraan bermotor;

b. pemberian bimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan program

pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan

c. evaluasi terhadap pelaksanaan program pelayanan pengqjian berkala

kendaraan bermotor.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengawasan terhadap pelaksanaan program pelayanan pengujian

berkala kendaraan bermotor; dan

b. pengawasan terhadap penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan

prasarana dan sarana pada pelayanan pengujian berkala kendaraan

bermotor,
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(1)

t2|

BAB VII
PEIIYIDIKAIT

pasal OZ

PPNS di lingkungan Dinas diberi wewen€Lng khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan
pengujian berkala kendaraan bermotor.
wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a' melakukax pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis 6an
laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan
keahlian dan peralatan khusus;

b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan d,anlataudimensi
Kendaraan Bermotor;

c' melarang atau Inequnda pexgoperasian Kend araarr Bermotor yang
tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;

d. meminta keterangan dadr,Pengernudi, pemilik Kendaraan Bermotor,
atau Perusahaan Angftntan umum atas pelanggaran persyaratan
teknis dan laik Jalan,, Pengujiq.n Kendaraan Bermotor ; d.anlatau

e. melakukan penyitaan :b-ukti lulus uji Berkala atas pelanggaran

sebagaimana dimaksud,padai,fiurur a, huruf b, dan huruf c dengan
membuat dan menandatangani berita acarapemeriksaan.

Pelaksanaan penyidikan oleh ppNS dilakukan di terminal danlatau
tempat alat penimbangan yang;dlpasarlg secara tetap.

Dalam hal tindak pidana pelanggaraan di bidang pengujian Kendaraan

Bermotor terjadi di jalan PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus

didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(s)

(4)

(u

(21

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan danf atau pidana denda paling banyak Rp 50.O00.0O0,O0 (lima

puluh iuta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
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BAB IX
KErE!T?UA![ PEBATIIIAIT

Pasal 39

Buku Lrii, tanda uji dan tanda samping ya,,g terah diterbitkan
diundangkannya peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku
dengan masa berlakunya berakhir.

BA3 X
K TEil?T'AIT PEITUTUP

Pasal 4{,

Peraturan Daerah iai mulai berlaku pada tanggatr diundangkan

sebelum

sampai

Agar setiap orarig

Daerah ini deagan

Diundangkan di Buntok
pada tanggal :"1: 'l:!ir:::'.' 2AZO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO

KALIMANTAN TENGAH : O1.45 I 2o2o

rnengetahuinya, rnernerintahkan perundangan perafurar-r
penempatannya da-tram Lembaran Daerah Barito selatan-

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 't-: '*-,:l:*:1 r-T 2OZ0

TAHUN 2O2O NOMOR

SELATAN, PROVINSI

SELATAN,

YA SAMSURI

{&
wLo.l
*L

A).;*#

ARI$ DAERAH

ARITO SELATAN,



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR :1 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Da1am rangka upaya menjamin keselamatan terhadap pengguna
kendaraan bermotor dan menjaga kelestarian lingkungan dari
kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor di
jalan maka setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan. Untuk mewqjudkannya Pemerintah Daerah perlu
mengatur tentang -penyeleng€araan pengujian berkala kend.araan
bermotor.

Penyelenggaraan pengq.lian berkala kendaraan bermotor
dimaksudkan untuk mernbetikqt je*inan keselamatan secara teknis
terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan
lingkungan dari kernu inan.. .,.pencemaran akibat penggunaan
kendaraan bermotor di jalan, memberikan pelayanan umum kepada
masyarakat dan mengawasi agar ken{4raan bermotor tetap dalam
kondisi laik jalan, sehingga d.apat mencegah terjadinya resiko kecelakaan
yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.
untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka :

a. setiap unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor harus
dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan
bermotor;

b. pemilihan jenis tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan
pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan secara cermat dan
tepat;

c. pengujian berkala kendaraan bermotor diiakukan oleh tenaga
pengujian kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi teknis
tertentu;

d. pengujian berkala kendaraan bermotor wajib dilakukan sesuai
prosedur dan tata cara serta lokasi yang telah ditetapkan dengan
menggunakan peralatan penguj ian kendaraan bermotor;
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e. hasil pengujian berkala kendaraan bermotor harus akurat dan
dapat dipertan ggungj awabkan ;
fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib
dipelihara/d*aurat dengan baik secara periodik atau insidentaJ,
sehingga semtra fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan
bermotor selalu dalam kondisi layak pakai;

peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib dilakukan
kalibrasi secara periodik;dan

kapasitas fasilitas, peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
dan tenaga penguji kendaraan bermotor wajib seband.ing dengan
jumlah kendaraan wajib uji.

ob.

h.

PeraturaR Daerah ini telah 'rnerrhmpung berbagai perubahan
pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pengujian berkala
kendaraan bermotor' yang menyangkut unit pelaksana pengujiannya

maupun mekanisrrre pen lga. , Hd .,ini dimaksudkan untuk
meningkatke.n kuqfitas pengujian be$ala kendaraan bermotor sekaligus
kemudahan pelayanan kepada rrrary-fu t sehingga dapat diwujudkan

pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Per}yeleng8al n'rl pengujiqn Berkala Kendaraan
Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasa] 5

Cukup jelas.
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Pasal 6

Cukup jelas.

Pasatr 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal LO

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal L6

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
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Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jela.s.

Pasal 24

Pasal 25

Cukup je1ag.,.,..,,..

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Cukup jelas,

Huruf b
Cuktrp jelas-

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29
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Huruf c

Yang dimaksud dengan "peralatan ba,tu" antara rain :

U palu;

2) senter;

3) alat bantu uji dimensi;

4l alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan
bermotor wajib uji;

5) aTat untuk mengisi, membaca, mengubah dan
menghapus hasil qii pada kartu uji;

6) alat untuk mengumpurkan dan menyimpan data
hasitr uji secara digital; dan

71 . ,;ta.o!kil*,.i ,.. -,... , 
', i ,-- ..,i,., ., ' :

Pasal 30
I

Cukup jelas.

Pasal 31 .

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasa1 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
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Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

2A20 NOMOR ii
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